PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 18 TAHUN 2002

TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang :a  bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk
- meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daersh
perlu diterbitkan Peraturan Daersh yang Mengatur
Usaha Rekreast dan Hiburan Umum ;

b.  bahwa sechubungan dengan maksud huruf a, maka
dipandang perlu menetapkan Izin Rekreasi dan
Hiburan Umum dengan menuangkannya dalam
suatu Peraturan Daerah.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerash  Kota  Kecil  Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/
Jawa Barat ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1981 Nomor 76, Tambazhan Leinbaran Negara
Nomor 3209) ;

3., Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemberan
Negara  Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685) ;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Llembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3699) ;

5. Undang-undang Nomor ¢ Tahun 1990 tentang
Kepanwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3427);

6. Undang-undang Nomor 22 'Tahun 1599 tentang
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839} :



10.

1

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antars Pemerintah Pusat
dan Dacrah (Lembaran Negara  Tahun 1999
Nomar 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848) .

Undang-tndang Nomor 34 Tahua 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun
1967 tentang Pajak Daerah dan Retribust Daersh
(Lembaran Negara  Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

Peraturan Pemenntah Nomor 47 Tahun 1982
tentang  Perubshan Pataes Wilayah Kotamadya
Dacrsh Tingkat I Mojokerto (lembaran Negura
Tahun 1982 Nomor 74, Tambahar Lembaran
Negara Nomor 3242) ;

Peraturan Pemerintah  Nemor 27 Tshun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara  Tahun 1983
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3258)

Peraturan Pemenntah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi  Sebagar Daerah Otonom (Lembaran
wegara  Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3952) ; _

Peraturan Pemenntash Nomwor 66 Tahun 2001
tentang Retrtbusi Dacrah (.embaran Negara Tahun
2001 Nomor 119, Tamhahan Lembaran Negara
Nomor 4139) ;

Keputusan  Presiden Nomor 44 Tahun 1999
tentang Tekmk Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemernntash dan Rancangan
Keputusan Presiden ;

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 4 Tahun
1997 tentang Penyidik Pegawai Negent Sipil di
Lingkungan Pemnerintah Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam  Negeri Nomor 23
Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai
Penyidik Pegawal IVegeri Sipt! Di Lingkungan
Pemenntah Daerah ;

Keputusan Menteri Pariwisata dan Telekomunikasi

Nomor : 70/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan
Usaha Rekreast dan Hiburan Umum ;

Peraturan  Dacrah Kotamadys Daersh Tingkat I
Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyvidik
Pegawar Negen Sipil di Lingkungan Pemenntal,
Kotamadya Daerah Tingkat I Mojokerto.



Dengan persetujuan bersana

DEWAN PERWAKILAN BARKYAT DAERAH

WOTA MOJORFRTO
dan
WALIROTA MOJOKERTO

VIEMUTUSKAN

Menetaphan v PERATURAM DAERAH KOTA MOJOKERTO
TENTANG RETRIRUSL IZIN USAHA

REXREASE DAN FIBURAN UMUM.

RAG T
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah in yang dimaksud dengan

]

o

e

Kota, adalah Fota Mojakerio |

Pepwoniah Kata adalah Pererintah Kote Mejo-
kerte

Walikota adalsh Waliketa  Mojokerto |

1
Dawan Perwaktian Rakyat Daerah adelsh Dewan
Perwakidan Rakvat Daerah Kota Mojokerto ;
Dings Condapiane, adalsh Dinas Pendapatan Fota
Maojokerio .

K s Dasran, adalah Kas Dacrab Kota Mojokerto |

Retribiy Dacah yvang selanjutnya dischut retbusy,
adatah pungzuten Daersh sebagal pembayaran aas
jasa sl pembenan fan fertentu yang khusus
disedinkan dan/aian diberi cich Pemerintah Kota
wriuk Yepentingan orang prbadi et badan |

Badan adaih sekumpuian orang dan/atan modal

yary merapakan kesatuzn bak yang melakukan
usaha maupun  tidak  meolakukan usaha  yang
meliputs perserean terbatas, perseroan komanditer,
perseroan Sainnya, badan usaba mulik negara atau
Guersh dengan name dan bemtuk apapun, firma.
kongst, narsekutuan  koperasi, dana  pensiun,
persekastuan, perkwnpulan. yayasan, Qrganisasi
massa, orgriisast sasial politik, atau organisas:
vang seiens, lembaga, bentuk ussha tetap, dan
hentuk badan lamnya .



&,

Partwisats adalah segala sesuatu yang berhubungan
dengen wisata, termiesuk pengusshasn dan daya
farik wisata serta usaha-ussha yang terkait dengan
tidang tersebut ;

Keparnwisataan,  adalak seluruh keglatan
Pemerintah Dunie Ussha dan masyarskat vang
ditumjuk untuk menats kebuluhan perjalanan dan
persinggahan wisatawan |

Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, adalsh setiap
usaha komersil yang ruang lingkup usshanya dan
atau kegiatannya yang meliputi seni dan olah raga
dimaksud untuk memberikan kesegaran jasmani ;

Pimpinan Ussha Rekreasi dan Hiburan Umum,
adalah orang yong sehar-hari memimpin dan
bertanggung jawab atas pengesahan ussha rekreasi
dan hiburan umum ;

Persetjuan  Prinsip  Membangun,  adalgh
persetujuan  sementara yang diberikan oleh
Walikota Mojokerto kepada badan hukum ateu
perorangan untuk dapat memperluss usshe rekreast
dan hiburan umum ;

Persetujuan Prinsip Perluesan, edalah persetujuan

semeatura yeng diberikan oleh Walikota Mojokerto

kepada badan hukum stau perorangan entuk dapat
memperluas usaha rekreasi dun hiburan umum |
Izm  Usaha, adaleh izin yang diberikan oleh
Waltkota Majokertn kepada badan hukum atau
perorangan urfuk mengoperestkan useha rekreasi
dan hiburan uraum |

Tamen Rekreasi, adalah  suatu  usaha  yang
menyediakan tempat dan berbagai jenis fastlitas
untuk  memberiken  kesegaran  jasmani  yang
mengsndung unsur hiburan, pendidiken dan
kebudaynan sebagai usaha pekok di sustu kawasan
tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan
sarana pelayanan makan dan minum ;

Pemandian, adalah sustu usaha yang menyediakan
tempat dan fasilitas ussha berenang sebagat ussha
pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediasn jasa
pelayanan makan dan minum ;

Kelem Memancing, adalsh suatu usaha yang
menyediskan tempat dan fasilitas untuk memancing
ikan sebagei ussha pokok dan dapat dilengkapi
dengan penyedisan jasa pelayanan makan dan
minum ;
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an.

bb.

Salon Kecantikan, adalah setiap usaha komersial
vang ruang lingkup kegiatarmya menvediakan
tempat dan fasditas unfuk memotong, menata
rambut, menas muka serta merawat kulit dengan
bahan Kosmetik ;

Salon Pangkas Rambut/Barber Shop, adalah setiap
uscha kemersial yang ruang lingkup kegiatarmya
menyediakan jasa pelaysnan memotong dan menas
ramout ;

Bioskop, adalah suatw usaha yang menyediakan
tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagar
«saha pokok dan dilengkapi dengan jasa pelayanan
makan dan mipum ;

Rumah Karacke, adalah suatu usaha yang
menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi
vang difengkapi dengan penvediaan jasa pelavanan
makan dan minum ;-

Sarana dan Fasilitas Olah Raga, ndalah suatu usaha
yang menyediakan peralatan atau perlengkapan
untuk beroiah raga atau ketangkasan baik didarat,
air dan udars yang dikelola secara komersil ;

Balai Pertemuan Umum, adaieh sustu usshs yang
menyediakan  tempat  dan  fasilitas  untuk
menyelenggarakan  pertemuan rapat, pesta atau
pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat
dilengkapt dengan jasa pelayanan makan dan
minum,

Gelanggang Permainen Kefangkasan adalah suatu
usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk
permainan ketangkasan dan atau mesin. Permainan
sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengen
penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;

Pusat  Keschatan adalah svatu  ussha yang
menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk
melakukan kegiatan latthan kesegaran jasmeni atau
terapi sebagai usahs' pokok dan dapat dilengkapi
dengan jasa pelsyanan makanan dan minuman ;

Surat Setoran Retribust Daersh untuk selanjutnya
disingkat SSRI) adalah surat yang digunakan oleh
Wajib Retribusi untuk melakukan pembayarsn atau
penyetoran retribust yang terutang ke Kas Daerah
atau tempat lam yang ditetapkan oleh Walikota ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutrry:.
dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang
menentukan  besarmya  jumlah retribusi  yang
terutang |




ce. Sumat Ketetapan Retribust aersh Lebih Bayar,
vang selamutnya dapet digingkat SKRDLB, adalsh
surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pernbayaran retribusi karena humlah kredit retribusi
lebh besar daripada retibusi vang terutang atau
tidak seharusnya terutang ;

dd. Surat Ketetapan Retribusi Dacrah Kurang Bayar,
vang selamutnya dapet disingkat SKRDKB, adaiah
surat keputusan yang menentukan besarnya jumlsh
retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi,
jumish kekurangan pembayaran pokek retribusi,
besamys sanksi administrasi dan jumlsh yang masih
harug dibavar |

ee. Surat Ketetepan Retribusi Daerah Kurang Bayar
Tambahan, vang selanjutys  dapat  disingkat
SKRDKBT. adalah  surat  keputusan  yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang
teleh ditetapkan ;

ff.  Surat Tagihar Retribusi Daersh, yang selanjutnya
dapat disingkat STRD, adalsh surat unuk
melakukan tagihan retribusi dan  atau  sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda.

BABII
NAMA OBYEK DAN SUBYERK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengen nama Retribusi Izin Ussha Rekreasi dan
Hiburan Umum dipungut retribusi untuk mendapsakan
Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberkan atas
pembenan [zin Usaha Rekresst dan Hiburan Umum,

Pasal 4
(1} Subyek Retribusi adalsh orang pribedi atau badan

vang mendapatkan Izin Rekreasi dan hiburan
Umum ;

(2) Wajb Retribusi adalah orang atau badan yang
mendapatkan pelayanin [zin Uszha Rekreasi dan
Hiburan Umum dan atar yang diwsjibkan untuk
mendapat retnbusi,



BAB Il
BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 3

(1) Usgha Rekreast dan Hiburan Umum yang seluruh
medalnvn dimiliki oleh Warga Negara Indonesia
dapat herbentitk badan usaha petrorangan sesuai
dengan  peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku ;

(2) Ussha Rekreasi dan Hiburan Umum yang modalnya
patungan  antara Warga Negara Indonesia dan
Warga Negara Asing bentuk  usabanya  harus
Perseroan Terbatas (PT).

BAB IV
PENGUSAHAAN

Pasal 6

{1) Uscha Rekieasi dan Hiburan Umum pada pokoknya
adalah 'mtwc,dmkan fasilitas rekreasi dan hiburan
wmdm  sosual dengan jenis usaha rekreasi dan
hiburan wmum seb'lé,mmdm ‘dimaksud dalam
Pasal I

{2) Persyaraian teknis yang harus d1pcnuh1 oleh setiap
jerus Osaba Rekreast dan  Hiburan  Umum
ditetzpkan letnh lanjut oleh Waltkota

Pasal 7
Pimpinan Usaha Hekreast dan Hiburan Umum wajib:

a  Mengadakan pembukuan perusahsan sesua dengan
peratiirnn perundnng-undangan yang berlaku ;

b.  Melaporken  secara  tertulls  perkembangan
perusahaan kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan
sexalt

c. Bertanggung inwab atas samitasi dan higients dalam
kawasan usitha rekreast dan hiburan umum ;
BAB V
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 8
(1) Setiap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum wapb
memilix: [zin Vsaha ;
(2) Sebelum mevsdapatkan lzin Usaha sebagaimana
dimaksud pada avat (1), pengusaha/ pemilik harus

memiliki persefujuan  prinsip, kecuali yang
dimaksud dodam Pasal 1 huruf s dan t
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4)

&)
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3)
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Dalam hai ontok memperluas usaha rekreasi dan
hiburan umum, pengussha atau pemilik harus
mengeiukan  permohonan  persetujuan  prinsip
perluasan

Izin Usaha persetyjuan prinsip membangun dan
persetujuan  prinstp  perluasan  sebagaimana
dimeksitd pada ayat (1), (2), dan ayat (3) harus
mendapat persetujuan dari Walikota ;

Pervatuiunn prinstp dimaksud pada ayat (2) berlaku
selama 3 (tiga} tshun terhitung ‘sejak tanggal
ditetapkan  dan  dinyatakan  batal  apabila
pembangunan belum dimulay dilaksanakan dalam
jangka  wakw 1 (satu) tahun sejak  tanggal
ditetupkan.

. Pgsal 9

Untuk  mendepatken  persetijuan prinsip

membangun, pengusaha/pemilik  rekressi  dan

hiburan umum dan mengajukan permohonan secara

tertulis bonmeterai cukup kepada Walikota dengen

dilampin -

a  Identitas din penguseha |

. Siudy kelayakan/gambar pra rencana/ prospek
pemasaran |

¢.  Salinan Akte Pendirian perusahaan bagi yang
berbadan hukum ;

¢ Nomor Pokok Wajib Perusahaan Daergh
(NPWPD),

Untuk mendapaikan persetujuan prinsip perluasan,

penguschapemilik rekreasi dan hiburan umum

mengisi formulic dan mengajukan  permohonan

secara tertulis bermeteral cukup kepada Walikota
dengan dilampin :

a. Perselujuan prinsip membangun |
b.  Gumbar rancangan.

Untuk -~ mendapatkan  lzin  Ussha, pengussha/
pemihik rekreast dan hiburan umum mengisi dan
mengajuknn permohonan secara tertulis bermeterai
ukup kepada VWalikota dengan dilampird

a  Fersetyjuan prnsip membangun dan  atau
persetujuan prnsip perluasan ;

b.  lzin Mendirikan Bangunan (IMB) ;

o lzin Undang-undang Gangguan (HO) ;

d.  Status tangh

¢.  Namar Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
I Izin Lokast,

Surat ian Usiha Rekreasi dan Hiburan Umum

berlaku untuk jangka waktu 3 (*iga) tahan sekali
harus didaftar ulang kepada Walikota
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(2)
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2)

3
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2)

Pasad 10

Tata cara untuk mcndaparks.n perseryjuan prinsip
merabangun, persetujuan prinsip perluasan den izin
usaha ditetapkan lebth [anjut oleh Walikots ;

Dalam izin usshs ditetapkan syarat-syaret yang
harus dipenuby oleh pemegang izin tersebut,

Pasal 11

Persetuyjuan prinsip membangun dan persetujuan
nrmsmerl tiasan yang telah diberikan tidak
dipindahtangunkan  kepada pihak lsin tanpa
persetijusn tertulis dan ahkcrtn

At usana vang telah diberikan tidak dapat
Jipindahtangankan kepada pihak lain kecuali stas
izin Walikota dan harus mengajukan permohenan
tertubis perubshan izin usaha |

Tzm depat dicabut olech Waltkota Mojokerto apabila
pemegang  amin ussha  aten  pengussha  tidak
memenyht Ketentuan yang telah ditetapkan dalam
j21n usshanya.

Pasgal 12

Izin Usaha dinyataken udak beriaku atau dapat

dicabut karena hal-hal sebagai berikut

a4 Permmohonan dan pemegang izin ;

b, Pemegang tizin memnggal dunia |

¢ Tudak meniaatt atau rnelanggar ketentuan dan

syarai-syarat yang telah ditetapkan dalam surat
WZALL

d. Inpwdehtanganksn kepads pihak lain tanpa

seian teriuhis Walikota

Pemesnng 1zin tidak  melaksanakan usaha

setelah jangks waktu yang telah ditentukan

sebagmmany  diunaksud dalam  Pasal 6

ayat (3), atan

£, Pemegang 1zn temyata tidak  dspat
meianjuikan usshanya selama 1 (satu) tahun
secaia leris menerus tanpa pemberitahuan
Kepada pejabat yang ditunjuk.

o

‘Apahila  pemegang izin  meninggal dunia

scbngdin.mm dumaksud pada ayat (1) hwuf b, izn

- usahy ua},ui dittiuskan oleh suami atau ehh
warisiya  duagan  mengajukan  secarn  tertulis

melaytkan  usahanys kepada Walikots atau
pejabar vang ditunjuk.



BAD V
STRUKTUR PAN BESARNYA TARIF

Pacgl 13

(1) Atas pemberian persetujuan prinsip membangu
dan persetujuan prinsip perluasan serta Izin Usaha
Rekreast dan Hiburan Umum dikenakan retribusi R

Y

2) Besamya retribust sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf p,q, r, u, v, w, x, y, dan z adalah
sebagal berikut

No ' Luas Besar Retribust
Setiap M ?
a. | Sampai dengan SO M ° Rp.  1.000,00
b. | Lebih dart 50 s/d 100 M 2 Rp.  2.000,00
¢. | Lebih dari 100 s/d'200 M * Rp. 3.000,00
! d. | Lebih dari 200 M ®setiap Rp. 500,00
|

(3) izin usaha untuk

lr WNo l{ Jenis Usaha Besar Retribusi
SR P T ;
L- a. _|__'_['_IH'£IEIII Relredsi _ Rp. 100.000,00/unit
:__ b, | Pemundian Rp. 100.000,00/unit
o c Folam Memanetng | Rp. 75.000,00/unit
. d. | Sulon Kecantikan o Rp. 50.000,00/4ursi
e ! Salon Pangkas Rambut Rp. 25.000,00/kursi
| £ | Bioskop Rp. 5.000,00/kursi
| 8 | Rumah Karaoke Rp. 100.000,00/kamar
h. | Sarana dan Fasilitas Olah | Rp.  500.000,00/1000M 2
Raga _

i. | Balai Perfernuan Rp.  500.000,00/500M 2
iF J- | Gelanggang Pemnainan dan| Rp, 25.000,00/unit
: l Kelangkasan o
é k, ! Pusal Keschatan Rp. 50.000,0C kamar

BAD YII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Retribust terutang dalam masa retribusi tefjadi pada
saat ditetapkan SKRD) atau dokumen lain yang
dipersamakan.



BAD VI
WILAY AR PEMUNGUTAN

Pusy 15

Retribusi 17 Usaha Rekreast dapn Hiburan Umum
dipungut & Wiliynh Kota Mojokerto.

BAB IX
I3 TA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16
(1) Retribusi dipungut dengan mmgﬁgakan SKRD
atay Jdelimen larn yang dipersamakan |
(2) Hasil pungutan retribusi sebagnimana dimaksud
dulunt Pasal 13, disetor ke Kas Daersh melalw
Dines Pandlapatan

BAB X
SANKSI ADMINISTRAS

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu
atau kurang membayar, dikenakan sanksi admimnistras)
berupa denda sebesar 2% {(dus persen) setiap bulan
dari reiribust yang terutang ateu kurang dibayar dan
ditagih denpan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dijunast
sekaligus ; :

(2) Retribusi  yung terutang  diunasi selambat-
lambamya 30 (nga puiuh) haii  sejak
diterbitkannys SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan ; :

(3) Tata vars pombayaran, penyetoran, temapat
pembayaren retibusi diatur dengan Keputusan
Walikoia,

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

(1) Walikota. dapat  memberikan pengurangan,

keringanan dan pembebasan retribusi ; :

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan memperhatikan  kemampuan
Wajib Retnbust ;
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Tata  cara  pengurangan, kennganan dan pem-
behasan retribust ditetapkan oleh Walikota.

BADB X111
TATA CARA PENAGIHAN

Pasai 20

{I)Retnbust  yang terutang berdasarkan SKRD,

SSRIY, SKRDKB. SKRDKBT, STRD, Surat
Keputusan  Pembetulan, Surat  Keputusan
Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau
kurang dibavar oleh  Wajlb Retnbusi pada
waktunva dapat ditagih dengan Surat Paksa ;

(2)Penagthan  retribusi dengan  Surat  Paksa

dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan vang berfaku,

BAB XIV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN

(B

2 ]

(2)

Eaia
Tl

(1)

(3)

FEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

Wanb Ratribust harus mengajukan permohonan
secara tertubis kepada Waltkota untuk perhitungan
pengembalian Kelebthan pembayaran retribusi |

Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi
dapat lengsung diperhitungkan terlebih dahulu
dengan  utang retribusi  dan  arau  sanksi
administrast berupa bunga eleh Walikata |

Atas nermohonan sebagumana dimaksud pada
ayat () vang berhak atay pembayaran terscbut
daput  diperhitungkan  dengan  pembayaran
rettihis selanjutnys

Pasal 22

Dalam hal kelebthan pembayaran retnbusi yang
masth  tersisa setelah  dilakukan  perhitimgan
sebagmmana  dimaksud  dalam Pasal 19,
diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan
sejnk  diternimanya  permohonan  pengembalian
kelebthan pembavaran retribusi ;

Reledthan pembayaran retribusi  sebagai-mana
dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada
Waith Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak
diterbitkan SKRDLB ;

Pengembalian  kelebthan pembayaran  retribusi
dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan ;i‘ak
diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan
imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas
keterlumbatan pembayaran kelebihan retnbust.



BAD VI
WiLAVAR PEMUNGUTAN

Pusal 15

Retbusi 1zn Usaha Rekressi dan Hiburan Umum
dipungut ¢ Wilapah Kota Majokerto.

BAB XX
4 TA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

(1) Retribus dipungut dengan men gkan SKRD
atay dekinmen len yang dipersamakan ;

(2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud
dalams Pasal 13, disetor ke Kas Daerah melalul
Dines Pendapatan,

BAB X
SANKSI ADMINISTRASL

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu
atau kurang membayar, dikenakan sanksi adrmnistrast
berupa denda scbesar 2% (dua persen) setiap bulan
dari retribusi yang ferutung atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 18

(1) Pembayaran retribust yang terutang harus dilunas
sekaligus ; :

(2) Retnbusi  yang terutang dilunas1 selambat-
lambatnys 30 (iga  pulub)  han sejak
diterbitkannys SKRD' atau dokumen lain yang
diparsamakan | :

(3) Tata «cas pembayarsn, penyetoran, tempat
nembaywan reibusi diatur dengan Keputusan
Walikots

BADB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pagal 19
(1) Walkkota  dapat memberikan  pengurangan,
keringansn dan pembebasan retribusi ;

(2) Pengurengsn, keringenan  dan pembebasan
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (N
diberikan dengan memperhatikan kemampuan
Wajib Retribust ;



(3) Tata cara pengurangan, kennganan dan pem-

bebasan retrnibus! ditetapkan oleh Walikota.

BAB X111
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

{DRetnbusa  yang terutang berdasarkan  SKRD,
SSRD), SKRDKDB, SKRDKBT, STRD, Surat
Keputusan  Pembetulan,  Surat  Keputusan
Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau
kurang dibavar oleh 'Waib  Retribusi  pada
waktunva dapat ditagih dengan Surat Paksa ;

(2)Penaghan retnbust  dengan  Surat  Pakss
difaksanakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yanz berlaku,

BAB XIV
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

(1) Wapb Retribusi harus mengajukan permohonan

o

s

secara tertulis kepada Waltkota untuk perhitungan
pengembalian kelebihan pembayaran retnibust

)} Atas daswr permohonan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi
dapat langsung  diperhitungkan terlebih dabulu
dengan  utang  retribusi  dan  atau  sankst
administras: berupa bunga oleh Waltkota ;

)} Atas nermohonan sebagnimana dimaksud pada
ayat (2) vang berhak atas pembayaran tersebut
daput  dipretfntungkan  dengan  pembayaran
retribust selonjutnya ;

Pasal 22

(1} Dalam hal kelehthan pembayaran retnbust yang

masth  tersisa setelah  dilakukan  perhitungan
sehagmmana  dimaksud  dalam  Pasal 19,
diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan
sejake  diterimanya  permohonan  pengembalian
kelehthan permbavaran retnibusi |

(2) Kelebinon pembayaran retribusi  scbagai-mana

dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada
Wajih Retnibusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak
diterbitkan SKRDLB ;

(3) Pengembalian kelebthan pembayaran rembusi

dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak
diterhitkannya SKRDLB, Walikota memberikan
imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan retnbusi.



Pasal 23

{1} Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 dilakukan dengan menerbitkan Surat Penntah
Membayar Kelebihan Retribusi ;

(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 diterbitkan bukh pemindah-bukuan yang
beriaku puga sebagal bukts pembayaran.

BAB XV
KADALUWARSA

. Pasal 24

(1) Penagihan  retnbusi,  kadaluwarsa  setelah
melampauw jangks waktu 3 (tiga) tahun sejak saat
terutangnya retribusi, kecuali apabila  Wajib
Retribust melakukan tindak  pidana  dibidang
;’crﬁlbusi ;

(2) Km!niuwm'su penagihan retnibust sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila |
a diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa ;

fiall

b uda pengskuan utang retnbusi danm Wajib
Retribust  batk  langsung  maupun  tidak
langsung.

BAB XVI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
- RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 25

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi
- karene hak untuk melakukan penagihan sudah
kadaluwarsa dapat dihapus ;

(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan
Piutang Retnbust Daersh vang sudah kadaluwarsa
sebagatmana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVII
PENGAWASAN
Pasal 26
Walikota menunjuk  pejabat  untuk  melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanasn Peraturan Daerah ini.
BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pesal 5 dan
Pasal 6 dapat diancam dengan pidana kurungan
selama-lamanyn 3 (tign) bulan atau dend. setinggi-
tngginyn Rp. 50 000,00 (lima puluh nbu rupiah) ;



2

(1)

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelanggaran.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 28

Pejabat Pegawar  Negert  Sipil tertertu di ling-
kungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus
sebagal Penvidik wituk melakukan  penyidikan
tindak pidana di  bidang Retribusi daersh
sebagaimana  dimaksud dalam  Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hvkum Acara
Pidana ;

Wewenang Penyidik sebagairnana dimaksud pada
avar (1) adalah

a  menenma, mencar, mengumpuikan  dan
menelitt keterangan atsy laporan berkenaan
dengan tindak, prdana di bidang Retribusi
dacrah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas ;

b.  meneliti, mencan dan  mengumpulkan
Reterangaln  mengenal orang pribadi atau
tadan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan schubungan dengan tindak pidana
Retribusi daerah tersebut ; o

¢. memunts Keterangan dan bshan bukt dan
orang pribadi atau badan schubungan dengan
findak pidena di bidang Retribusi daerah ;

d.  memenksa buku-buku, catetan-catatan dan
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
tndak pidana di bidang Pajak Daerah ;

e. melakukan penggeledahan untuk  men-
dapatkan bshan bukti pembukuan, penca-
tatan dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut ;

. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanain tugas penyidikan tindak pidana
di bidang Retribusi daerah ;

menyuruh  berhenti dan  atau melarang
sesearang meninggalkan ruangan stau tempat
pada snat pemerniksasn sedang berlangsung
dan memerksa identitas orang atau dokumen
yang dibawa sebageimana dimaksud pada
huruf'e |

a9

h.  memotret seseorang yang berkaitan dengan
tindak pidana Retnbusi Daerah |



Pasal 23

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah
Membavar Kelebihan Retribusi |

{(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 diterbitkan bukn pemundah-bukuan yang
berfaku yruga sebagal bukt pembayaran.

BAB XV
KADALUWARSA

. Pasal 24
(1) Penagihan  retribusi,  kadaluwarsa  sctelah
melampaui jangka waktu 3 (tga) tahun sejak saat
terutangnya retnbusi, kecuali apabila  Wajib
Retribust melakukan tindak pidana dibidang
retribusi |
(2) Kzulinlmvm'sn penagihan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tertangguh apshila |
o drerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa ;
©oatan
b ala pengakuan utang retribusi dari Wajib
Retribust batk  langsung  maupun  tidak
Jangsung.

BAB XVI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
- RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasa] 23

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi
- karena hak untuk melskukan penagihan sudah
kadaluwarsa dapat dihapus ;

(2) Wialikota menetapkan Keputusan Penghapusan
Piutang Retnbusi Daersh yang sudah kadaluwarsa
sehagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB XVII
PENGAWASAN
Pasal 26
Walikota menunjuk pejabat  untuk  melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daersh ini.
BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

(1} Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal S dan
Pasal 6 dapat diancam dengan pidana kurungan
selama-fumanya 3 (tign) bulan atauw dend:. setinggi-
tingginyn Rp. 50.000,00 (lima puluh rbu cupiah) ;



(2)

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalgh pelanggaren.

BAB XiX
PENYIDIKAN

Pasal 28

Pejabat Pegawai Negenn  Sipil tertertu di ling-
kungan Pemenntah Kota diberi wewenang khusus
sebagal Penvidik untuk melskukan penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi  daerah
sebagamana  dimaksud  dalam  Undang-undang
Nomor 8 Tahun 198! tentang Hvkum Acars
Pidana ;

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayar (1) adaiah

a  menenma, mencan, mengumpulkan  dan
menelti keterungan atau laporan berkenasn
dengan tindak, pidana di bidang Retribusi
dacrah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas ;

b.  meneliti, mencari  dan  mengumpulkan
Keterangan  mengenai orang pribadi atay
badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukun schubungan dengun tindak pidana
Retribusi daerah tersebut ; "

¢. meminta keterangan dan bahan bukti dan
orang pnbadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana di bidang Retribusi daerah

d.  memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan
dekumen-dokumen  lain  berkenaan dengan
tindak pidana di bidang Pajak Daerah ;

¢. melakukan penggeledshan untuk men-
dapatkan bahan bukti pembukuan, penca-
tatan dan dokumen-dokumen lamn, serts
melakukan  penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut ;

f meminta bantusn tenaga ahli dalam rangka
pelaksanain tugas penyidikan tindak pidana
di bidang Retribusi daerah ;

mepyuruh  berhenti dan  atau  melarang
sesearang meninggalkan ruangan atau tempat
pada sant pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang ateu dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud padas
huruf e |

99

h.  memolret seseorang yang berkaitan dengan
tindak ptdana Retribusi Daerah ;



L memunggll  orang untuk  didengar  kete-
rangannva dan diperiksa sebagar tersangka
atuu saksy

J. menghentikan penyidikan |

k. melakukan tndakan lain vang periu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana dl
hidang Retnbust daersh menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyvidik sebagaimana dimaksud  pada ayar (1)
membeniishukan  dimulainya  penyidikan  dan
menvampatkan  hasit  penyidikannya  kepada
Penuntut Umum, sesuan dengan ketentuan vang
diarur dajam Undang-undang Nomor 8 Tahun 19%]
tentang Hlukum Acara Pidana

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN
DAN PENUTUP

Pasal 29

Untuk seuap pengusaha dan atau pemulik usaha rekreas
dan hiburan umum yang ada di daerah setelah Peraturan
Daerah m berlaku, wajib melaporkan, membernitahukan
dan atau mendaftarkan setiap jenis usahanya kepada
Waltkota atau pejabat yang ditunjuk dan harus telah
memenuht ketentuan persyaratan teknmis untuk men-
dapatkan tzn usaha sesumt dengan ketentuan Peraturan
Daersh int.

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalem Peraturan
Dgerah i, sepamang mengena pelaksanaannya akan
diatur lebth tanjut oleh Walikota Mojokerto.

Pagsal 31
Pada saat Peraturan Daerah 1u berlaku, maka ketentuan-
ketentuan yang mengamr usaha rekreasm dan hiburan
umum yang ada di Kota Mojokerto sampa:i dengan
diundangkanya Peraturan Daersh ini, dinyatakan tidak
berlaku.



Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai  berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setlap orang dapat mengetahumya, meme-
rintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya  dalam  Lembaran Daerash Kota
Moyokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 22 uli 2002
WALIKOTA MOJOKERTO
Cap ttd.

TEGOEH SQEJONO, S.H

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 22 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO
Cap. Ttd

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADIJI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJIOKERTO TAHIN 2002 NOMOR. 15/C




